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Prospektif Tugas dan Wewenang KomisiYudisial
Menurut Revisi Undang-undang Nomor22 Tahun 2004
Abstrak
S€bagai salah satu ciri dari Negar'a Hukum (Recir Sraar) adalah adanya suatu pemdilan
yang bebas dar tidak memihak. Dengan demikian jelas tidak memberikan k€sempatan
dalan peradilar mtut memperlalekar ketidakadilan bagi selunrh warga n€gara lndon€sia
tadpa kecuali. Dlam kenyataatr (realita) sekarang, bukan hal yang tabu indikasi pnkek
mafia pemdilan, ya g mengg€ser salah satu ciri dari Negara Hulalm- Setelah arnandemen
UUD 1945, stsuktur Ketatanegaman [ndonesia berubah, s€hingga mernperluas ruang
lingkup leirbaga ),udikatif yaitu dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (MKRI) drn Komisi Yudisial (KY), yang diharapkan dapat memerangi praktek
mafia peradilar
Maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam siruktur kekuasaan kehakiman
Indonesia, sesuai dengan tugas dan weweDangnya, diatuf dalarn UUD 1945 (pasal 24B)
dan tru Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakirnan sena LtU Nomor 22 taiun 2004
tentang Komisi Yudisial.
Pada dasamya Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan tersebut mempunyai
wewenang daII tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dalam rangka menjaga
dan menegakkatr k€homatan martabat serta perilaku hakim. Sehubungan dengan
wewenang tersebug Komisi Yudisial rnempunFi tugas melakukan pengawasan terhadap
perilaku hakin serta m€ngajukan usul menjatuhkan sanksi t€rhadap hakim dan hakim
agu:lg kepada pimpinan Mahkamah Agung. Dengan demikian masyarakat dapat
mengharapkan bahwa KY dapat memerangi prakek mafia peradilan.
Kata Kunci; tugas dan wewenang Komisi Yudisial
I. PENDAHTJLUAN
Negara Indonesia dalah Negala Hukum (Recrt .Stdar) yang merupatan salah
satu L-unci pohon yang pertama dari sistem pemerinta-lnn Negaia Republik Indonesia
yang sudah diterapkan sejak berdirinyaNegara Republik Indonesia pada tanggal 18
Agustus 1945 yakni sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Negara
Indonesia ialalr Negara Hukum yang berdasarkan atas Hukum (Re c ht SkM t),lrdak
berdasarkan atas keku asaanbelaka (Mac hts Staat).
Sistem Pemerintahan Negam Indonesia dijelaskar dengan terang dan sistematis
dalampenjelasan UUD 1945 yang mengandung arti bahwa Negara, termasuk di
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dalamnya Pemerintah dan l,€mbagaJembaga rcgara yang lain dalam melaksanakan
tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan harus dapa dipertaqgun$a$abkan
s€cara hukum. Prinsip dari sistem ini akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya
yakni dalam pasal 27,1 (sebelum amandemen) yang menegaskan: "Segalawarga
hegara bersfihaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahak dan waj ib
menjunjung hubum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kpcuqlinyd ', demikian
pula peda pasal28 D,l (sesudahamandemen ya gkedua) menegaskanbahwa:'5iztr14p
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil sefta perlakaan yang sama di hadapan irlnz". Prinsip ini lebih
dipertegas lagi dalam amademenyang kaigapasal I ayat 3 yang men)"lakan bahwa:
'Negara Indonesia dalah Negara Hukum"
Menyimak kembali apa yang tertuang dalam konsep sistem pemerintahan
)€ng terdapat pada kunci y,ang kedua bahwa prinsip yallg digunakar untuk menduLug
Indonesia Negara Hukum dipertegas d€ngan "Sistem Konstitusional" bahwa
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusional (llukum dasar), tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang tidak te$atas).
Sistem ini memberika.n ketegasan cam pengendalian pemerintahan Negara
}?ng dibatasi oleh ketentuan konsitusi, dengan sendirinyajuga ketentuan dalam hukum
yang lain dan merupakan produk konstitusional, sebagaimana yang diatur dalam
Undarg-undang Nomor I 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratulan Perundang-
undangan yang meliputi hieruki p€rdluran perundang-undanganmulai dari ul,rD 1945,
UU/Perpu, PB Peraturan Presiden, Peraturan Daemh.
Dengan demikian sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem Negara
Hul-um. Dengan kedua sistem ini, yakni sistem negara l<ul<trrn dan sistem konstitusional,
maka diciptakan mekanisme hubungan tugas dan hubungan lembaga-lembaga negar4
)€ng dapat menjarnin terlaksananyape4yelenggaraan pernerintahan yang bailq s€hingga
tercapai apa yang dimaksud sebagai "Negara Hukum", yang mempunyai ciri-cid
sebagai berikut:
l- Diakuinya HakAzazi Manusia"
2. AdanyaAzasLegalitas
3- Adanya suatu pemdilan yang bebas dan tidak memihak.
Berdasarkan kaiga ciri-ciri Negara Hukurn rersebuljelas tidak memberikan
kesempatan dalam p€radilan unnrk mernperlakukan ketidakadilan bagi seluruh warga
negara Indonesia tanpa kecuali. Dalam kenyataan, tidak dapat kita menutup mata
sekarang, yang berkembang di seluruh rnasyardkat wilayah Indonesia bahwa "mafia
pemdilan" merupakan salah satu penlakit yang dia.lami oleh warga negara Indonesia
yang sulituntuk disembuhkan, masih banyak etidakadilan dalam memberikan
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perlindungan hukum bagi masyarakat. Merupakan kenyataan pul4 bahwa
mafia peradilan menghitangkan akses keadilan bagi maslarakat dan pencari keadilan
untuk rnendapatkan peradilan yangjujur dan tidak memihak serta mendapatkan
pelayanar dalam poses peEidangan yang mu.t'h, cepqt, dan s€derleDa. tlal ini masih
belun d4at diatasi seaara keseluruhan, sehingga terbukti masih banyak kasus-kasus
yang belurn terselesaikan baik di p€Dgadilan tingkat bauah narpun pengadilan tinglct
'nqgi, eu semuajenis pengadilan yaag ada di Negara Republik Indonesia-
II. PERMASALAIIAN
Berdasakan uraian t€rsebut di atas dAat diangkat pernasalaban dalan blisar
ini yaitu: Bagainanatugas dan wewerung Komisi yudisial menuut ketentuan UUD
1 5danUUNomor22tahun20OttentangKomisiyudisial?Bagimanaeksistensi
Komisitrdisial dalammemeranginraf aperadilan? Bagairnana
oleh Komisi Yrdisial?
Itr. METODOLOGI
Untuk mernecablan masalatr guna memberikan petulukpalapermasatatran
yang akan dibahas maka dalam penulisan ini dip€ ukan metode tertentu. Adapun
metode peoelitian yarlg pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah pendekatan
Yuridis Nomat'rfyaitr pendekatan dengan cara menetaah kaidah-kaidah atau norma-
noma, aturan-ahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
Pe[dekatan t€rseh.lt dlnaksudkan untuk mengumpulkan berbagai rracam perahmn
Poundang-udangara teori-hori, dan literfir-literahE )"ng eral hubrmgaryrya dengan
permasalahanyang dibahas.
IV. PEMBAHASAN
4.1. Tugas dan WeweraDg Komisi Yudisial
a. MenurutuuD 1945
Pasal 24 B m€ngatur bahwa: Komisi Yudisial benifat mandiri, yang berwenang
nengu$rlkanpengaryktuHakimfuungdanrnanpurryaiwemnnglaindalamrangka
meqjaga dan menegakkan kehomlatan maflabat serta pedlaku hakim.
b. Menurut UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam
pasal 34 ayat (1) menyatakan bahw4 ketentuan mengenai syamt dan tata cara
pengangkaen hakim agung dilakrkan oleh Komisi Yudisial ymg diatur dengar Undarg-
Undang lqdh ladd dipertegas daian a)al(3) mengatu bahlra dalam rangkamerjag
kehonnafan keluhumn maftabat serta perilal:u hakim dan bakirn agung, pengawasan
dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang.
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c, Menuutundang-UndangNo.22tahun2O04tentangKomisiYudisial
Dalam pasal 13 diatur bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang :
a. Mengusulkan pengangkatan HakimAgung kQada DPR.
b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
hakir
Selanjutnyada.lam pasal 14 mengatur bahwa KomisiYudisial mempun'"i tugas:
a. Melala*an pendaflaran calon tlakimAgmg.
b. Melakukan seleksi terhadap calon HakimAgung.
c. Menetapkan calon Hakim Agung.
d. MengajukancalonllakimAgungkeDPR.
Selanjutnya tugas te$ebut secam teknis dapat dibaca dalam pasal l4 ayat
(2) dan (3) dan pasal 15,16,17,18 dan pasat 19. l€bih lanjut ugas Komisi Yudisial
mempwryai tugas melalarkan Denqawasan terhadap erilaku Hakim dalam rangka
menegakkan dan kehormatan serb keluhuran martabat serta menj aga perilaku hakim.
Sebagai rcalisasi dari tugas tersebut padapasal 2l mengatur bahwaKomisi Yudisial
menpunyai tugas yang tidak kalah pentingrya yartu' rn9lCajgk4.l5d,regqiatub!31
sanksi" terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung da!,/atau Mahkamah
Konstitusi.
Sebagai realisasi tugas pengawasan dan pengaj uan usul menj anrlnkn sanksi
dapat diperinci sebagaimrma yang diatur dalam pasa122, paral23,24 darlpasal2s.
4.2. Eksistensi Konisi Yudisial dalan Memerargi Praktek Mafia
Peradilan.
Dengan perubahan struktur lembaga negara hasil amardemen (ruD I 945
yang menjadikan kedudukan lembaga menjadi sej ajar dengan pengertian tidak ada
lagi isilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara Salah satu lembaga Fdikatif
sebelum amandemen hanya berada pada MahkamahAgung, selelah amandemen
diperluas dengan penambahan Malkamah Konstitusi dan sebuah lembaga Komisi
Yudisial.
Me0tltri)t Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam
smrktur kekuasaan kehakiman Indonesiaadalah gar u/arya masyarakat di luar shuktn
resmi lembagaprlemen dapat <lilibatkan <talan proses pengangkataa penilaian kinerja
dan kemungkinan pembeihentian hakim. Semua ini dimaksud untuk menj aga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka
me\aujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Sependapat dengan beliaq bahwa dengan kehormatan dan keluhuran marlabatnya
itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsiat (izdep ekdent and
inpartial judiciary) dengan demikian diharapkan terwujud prinsip akuntabilitas,
transparansi kekuasaan kehakimarq baik dari segi hukum maupun dari seg etik4 dan
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perilaktt, ddgan dndkian diperlukan lembagepengawasan yang independer krftad4
hakim !e!s€but.
MenurutAhsin Thohary, Komisi Yudisial tidak sama dengan komisikomisi
yang lain yangjuga mempunyai kekuatan independen seperti Komnas [IAM, KPK
Komisi Kejaksaan dan lain-lairL karcna ada dua alasan '€inr :
l. KeurcnanganKomisiYudisialdib€rikanlangsungolehuuD 1945]aituhasil
amandemen (pasal 24 B),
2. Komisi Yudisial secara langsung satu atap dalam kekuasaan kehakimaa
sebagai lembaga yudikatifyang dianu dalam Bab D( dalam UUD 1945.
Bedasarkan uraian di atas, dapat dipabami bahwa kedudukan Komisi Yudisial
dalam struktur ketatanegaraan I donesia adalah termasuk dalam lembaga Negara
yang setingkat/sej aj ar dengan lembaga Negara yang lain yalei Presiden dan DPR
serta yang lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 B, " bahwa Komisi
Yudisial bersif* mandiri yang berwenang mengusullan pengangkatan hahm
agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangla menjaga dan menegak*an
kehomatan, kefuhuran martabat, serta perilaku hakim".
Mafaperadilan adalah salah salu ]"ng menrak sistem tujuan Negara Republik
Indonesia untuk melindungi segenap bangsa hdonesia untuk memperoleh keadilan,
yang tidak boleh dibialkan di negam ini sampai kaparpun Pengawasan yang dilakukan
oleh Mahkamah Agung sebelum era rcformasi belum mencapai sasaran dan bahkart
yang berkembang di publik, mafia pemdilan bukan hal yang asing lagi untuk
dikompromikan oleh pelalu-pelakunya baik rnasyankat maupm peradilanny4 tidak
jarang kalau seorang hakim dengan pengacan (,/arl?er) seling membuat komitmen
)"ng sudah mengarah ke hal yang menyimpang dari perilaku seorang hakim, meskipun
tidak semuahakim berpedlaku demikian.
Praktek jual beli perkara terhadap putusan diduga dan sudah sering
dipublikasikan di media massa ]ang terjadi di berbagai t ngkat p€ngadilan, mulai dari
Pengadilan Negeri @N.;, Pengadilao Tinggi (PT), sampai tingkat MahkamahAgung
(MA). Praffek mafia peradilan memang sangat sulit untuk dibuktikara palagi sebelum
rcformasi yang artinya sebelum kehadiran Komisi Yudisial sampai dengan sekarang.
KomisiYrdisialsudahmulaimedntistugasdanvrsr €nangrryaurtukmengawasi
perilaku Hakim unflrk memerangi plaldek mafla peradilan sehingga sudah dapat
mengungkap beberapa kasus walauprm masih sebagian kecil misalnya: kasus korupsi
)€ng t€rjadi di PL JamsosEk kasus Probosutedjo dan yang lainlaiq tidak dihiangkan
clalam ulisan ini. Yang paling ionis kasus dugaan suap di dalam lembaga kehormalrn
yang tertinggi yaitu MahkarnahAgung. Hal inilah pem.icu dari ketidakharmonisan
belakangan ini, yang membuat pandangan publil/masyaEkat semakin tertarik dan
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memerangi plaklek rnafia peradilan sebagairnana )"ng berkembang diberbagai media
massa, sebagaimana yang dapat dikutip dari pemberitaan bahwa beberapa hakim
agung telah dipanggil dan diperiksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
sebagai lembaga yang bevenang lebih laqiur menaogani tindakan pidana ini, tetapi di
lain sisi yang membuat kontroversi di masya.rakat, giliran Komisi Yudisial )"ng akan
rnau meqialankan tugas dan kewenangarmya untuk memerikm perilaku hakim agu.ng
secam ekstemal malah terjadi ketidak sepahaman, benar Komisi Yudisial tidak
termasuk memeriksa,/mengawasijalarmya perkara dar putusrl tetapi seorang hakim
yang sampai berbuat hal-hal yang diduga dalam praktek mafia pemdilan itu tidak
terlepas dad apa yang diatrr dalam pasal 24 B tersebut yakni mempunyai kewenangan
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perila.lru hakim, inilah yang disebut sebagai fungsi pengawasan yang sifatnla ekstemal,
dan hasil pengawasar tersebut direkomendasikan dan disampaikan kepada Mahkamah
Agung dan / atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada
Presiden dan DPR, sebagaimaia yang diatur dalam pasal 22 ayat I butir e.
Masyamkat dapat memiliki penilaianketidallarmonisan hubungan antara
lembaga-lembaga yang ada di lingkungan yudikatif, adalah salah satu penghambat
terhadap reformasi peradilan di Negara Republik lndonesia dan merupakan
kemunduranpenegakanhuhm. Hubungan Komisi Yudisial dengan MahkarnahAgrurg
dan hubungan KomisiYudisial dengan Mahkamah Konstitusi, yang seolah-olah
me'nbalasi ruang gerak dalam pelaksaman kewena.ngan Komisi Yudisial baik terhadap
HakimAgung di Mal*amahAgung; bahkan Mahkarnah Konstitusi menutup diri rmtuk
diawasi oleh Komisi Yudisial dengaa mengeluarkar putusan Maikamah Konstitusi
No. 005,4UU.1V/2006, ditegaskan salah sahmya mengenai : 'tsul penj an-rhan sanki
hanya dapat disarnpaikan oleh Komisi Yudisial terhadap Mal*ainahAgung, s€dangkan
kepada Malkamah Konstitusi tidak lagi sebagaimana y ng diatur dalam pasal 22 dan
23 Undang-Undang No.22 Tahun 2004, hal ini te*esan memutuskan hubungan antara
Komisi Yudisial dengan Mahkarnah Konstihrsi, sehingga timbul pertanyaaq lalu siapa
yang akan mergawasi perilaku hakim di linglrmgan Mahkamah Konstitusi ?.
Apakah Presiden dan DPR atau masyarakat (publik)?. Ini hal yang seius dan menjadi
pembahasan di kalangan masyara.kat terutama mahasiswa-
4.3. Prospektif Pengawasan Komisi Yudisial
Masih segar dalam ingatan masyarakat di era reformasi ini, bahwa yang
mempunyai ide dan merdorong unfirk memb€ntuk satu lembaga bam yakni lembaga
" Komisi Yudisial " adalah Matrkarnah fuung, yang diharapkan bertugas / beMenang
sebagai lembaga pengawas eksternal, hal ini disambut baik oieh seluuh rnasyarakat
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dengan baraporL bahl/a kebemdaan Komisi Yudisial ini sangat penting da.lam rangka
percepatan refomasi peradilan di Negara Republik Indonesia-
Masyarakat pun bingung alas problem ,Eng tedadi di atap lembaga ,udikatif(MahkamahAgung - Mabkamah Konstitusi - Komisi Yudisial), dengan keluamya
putusan Mahkamah Konstitusi No, 005/PUU|TV/2006, maka dengan adanya revisi
lru No. 22 Tahun 2004, yang di lalar b€lakangi oleh keberatan Mahkamah Agung
untuk diawasi lebihj auh dari batas kewenangan Komisi Yudisial yakni mengawasi
putusan Mahkamah Agung atau yang bersifat teknis )udisia.l. Pasal 22 LIIJ Komisi
Yudisial dLevisi menjadi pasal 22 B ayat ( 1) RUU Komisi Yudisial, diatur mengenai
sifat kerahasiaan dari proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap hakim yang
diduga melanggar aluran perilaku haki4 dan lebih rinci diah:rkembali denganjenis-
jenis pemeriksaan secara tertutup atau tidak rmtuk dipublikasi, dari arti makna revisi
Undang-Undang ini dapat dipaharni bahwa yang perlu diawasi, dipedksa oleh Komisi
Yudisial adalah proses (acara) peradilanny4 bagaimana hakim agung dan hakim
melakukan tugas dan w€wenangrye sebagai hakim s€suai dengan atumr! p€langgaran
pedlaku dan martabatnyalah yang perlu diawasi dan diperiksa bukan putusanny4
karena sudah menyangkut eknis yudisial yang dimiliki dan melekat pada rugas/
wewulang hakim.
Dengan s€makinjelas dalam isi Revisi Lru No. 22 Tahun 2004 ini di}ampkan
akan b€rdampak positifbagi masing-masing lembaga ini (MahkamahAgung-Komisi
Yudisial-Mahkamah KonstitusD dan diharapkan agar harmonis dan kondusifdalam
mengemban tugas mulia ini,adanya hubungan yang sinergi dan saling koordinasi,
sehingga Komisi Yudisial dapat melaksarakan tugadwewenargrya dan selalu membina
hubungan yang dekat dengan masyarakat di seluruh wilayah sebagai sunber bformasi
dalam menegakkan keadilan untuk membantu MahkaDah Agung melaksanalan tugaJ
kewenangan demikianjuga dalam rangka rekruitmen hakimAgung dan menegakkan
kehormatan dan keluhumn martabat serta perilaku Hakim-
Berdasar uraian di atas dapat dipertegas bahwa dengan adanya kemelut di
tubuh lembaga )udikatifdapat mengambil hikmah untuk perbaikan dan introspeksi,
s€hingga dengan itu masing-masing lembaga ini &pat menjalankan tugadwewenangnya
demi tercapainya peradilan yang bersih dan berwibawa.
Dengan keberadaan (eksistensi) Komisi Yudisial berarti tingkat efisiensi dan
efektifiras dalam lembaga yudikatifakan semakin tinggi dalam devi tion ofpou'el
sebagairnaru yang dijelaskan di atas, yakni monitoring (mengawasi) hakim agung dar
hakim sertarelsuitne! hEkim agung dengan melakukan s€leksi yang ketat sebagaima&
yang sudah berjalan sekarang ini dengan baik akan lebih baik lagi ke depan sesuai
dengan cfui-cid Negara Hukum.
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V PENUTTJP
l. Dalam rangka mendorong proses reformasi peradilan yang mewujudkan
peradilan yang beNih dan berwibawa tau dengan kata lain mememngi mafia peradilan
di Negara Republik Indonesia maka patut didukung revisi UIJ Komisi Yudisial, LIIJ
MaikamahAgung, UU Mahkamah Konstitusi dan dipeitegas lagi dalan UUD I 945
(amandernenyangkelima) sehinggatidakterdapalbenturarFbenturan dalam pengaturan
dalam UU di bawahnya-
2. PadaprimipnyapelaksarmankewenanganyangdiembanolehKomisiYudisial
bertujuan mtuk mendorong terbangr.DnF komitnen dan integritas para hakim, agar
pam hakim di semua tingkat peradilan dapat menj alankan wewenaig dan tugasnya
secara sungguh-sungguh dengan berdasarkan kebenaran berlandaskan keadilan da.tr
mememngi mafia peradilan yang memvk system pemdilan yang sesugguhnya.
3. Keberadaan Komisi Yudisial dalam struktu ketatanegaraan Republik
Indonesia sangat diperlukan dalam rangka penegakan dan rcformasi huktur! untuk itu
p€rlu komitrnen untuknrcr!alin hubrngan kerjasama sesanra lembaga Negara k:hususnya
lembaga yudikatifkepada selumh elemen masyamkat untik dapar merealisasikan tugas
dan wewenangnya yakni dalam melakukan pengawasan hakim dalam rekruitmen
HakimAgung.
4. Untuk memperkuat dasarhukurr! tugas dan wewenang Komisi Yudisial pasca
putusan Mahkamah Konstitusi, MPR mempercepat proses amandemen Ul,D I 945
dengan menambah dncian dalam pasal-pasal yang menyangkut tugas/wewenang
Komisi Yudisial dan adanya sinkronisasi dengan revisi UU Nomor 22 tahtnL2004
oleh DPR dan Pemedntah, agar masyarakat dapat segem memsakai perlindungan
hukum varu adil.
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